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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, Inflasi dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah 

Analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, 

sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. 

Selanjutnya, untuk pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Maros. Penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinasi R2 atau R Square 

sebesar 0,913. Hasil ini berarti bahwa variabel Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 91,3%, dan sisanya 

8,7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. 

 

Kata Kunci: Pajak, Inflasi, Pengelolaan Kekayaan Daerah, Pendapatan Asli Daerah 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the effect of local taxes, inflation and regional 

wealth management results separated from local revenue. The research approach used in this 

research is descriptive quantitative. This research was carried out at the Regional Financial and 

Asset Agency of Maros Regency. The type of data used in this research is quantitative data, while 

the data source uses secondary data. The analytical method used is Multiple Linear Regression 

Analysis. 

The results of this study indicate that partially Regional Taxes and Results of Separated 

Regional Wealth Management have a positive and significant effect on Regional Original Income. 

In contrast, Inflation has a negative and significant effect on the Regional Original Income of 

Maros Regency. Furthermore, for simultaneous testing, it shows that Regional Taxes, Inflation 

and Results of Separated Regional Wealth Management have a positive and significant effect on 

the Regional Original Income of Maros Regency. This study produces a coefficient of 

determination of R2 or R Square of 0.913. This result means that the variables of Local Taxes, 

Inflation and Separated Regional Wealth Management Results are related to Regional Original 

Income of 91.3%. Other causes outside the model explain the remaining 8.7%. 

 

Keywords: Taxes, Inflation, Regional Wealth Management, Local Own Revenue 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi daerah khususnya daerah kota/kabupaten merupakan titik 

awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui 

potensi apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah 
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suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola 

berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan 

suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. 

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. 

Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan 

untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki 

kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah 

otonom yang nyata.  

Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan pelimpahan sebagian urusan 

pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, harus mempunyai sumber keuangan untuk 

memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Oleh karena itu, 

peranan PAD yang merupakan bagian dari pendapatan daerah sangat menentukan kinerja 

keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak 

pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 

sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, 

sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh 

kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem 

pemerintahan negara. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam Pasal 285 menyatakan bahwa 

sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lainlain pendapatan 

daerah yang sah. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu indikator yang 

menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu 

daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah tersebut 

terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Pembangunan daerah diharapkan agar 

tidak hanya bersifat di daerah perkotaan tetapi harus mencakup keseluruhan suatu daerah 

dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Selama ini pembangunan yang berjalan 

hanya terjadi di pusat saja sedangkan pembangunan di daerah hampir tidak ada. Hal ini 

disebabkan dana yang sebenarnya untuk pembangunan daerah untuk hampir seluruhnya 

disetor ke pusat sehingga terjadi ketidakseimbangan pembangunan. Dengan demikian 

tergantung pada pusat dalam pembiayaan pembangunan. 

Suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung dalam melaksanakan tugas 

dan pembangunan, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai 

dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan 

kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karenatanpa adanya penerimaan yang 

cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. 

Demikian juga halnya dengan Kabupaten Maros yang merupakan salah satu kabupaten 

yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pemerintah Kabupaten Maros berusaha untuk meningkatkan PAD melalui sumber-

sumber PAD nya yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam 

membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. 
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Tabel 1. Perkembangan Realisasi PAD (dalam milyar rupiah) 

Tahun 
PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah HPKD yang Dipisahkan 

Jumlah Growth Jumlah Growth Jumlah Growth Jumlah Growth 

2015 141,49 0 64,9  50,62  6,27  

2016 165,49 16,96% 70,68 8,91% 56,15 10,92% 10,31 64,43% 

2017 195 17,83% 102,81 45,46% 17,84 -68,23% 11,53 11,83% 

2018 219,81 12,72% 117,38 14,17% 21,05 17,99% 11,52 -0,09% 

2019 248,75 13,17% 134,89 14,92% 21,82 3,66% 13,26 15,10% 

2020 219,1 -11,92% 110,72 -17,92% 15,24 -30,16% 11,91 -10,18% 

Sumber : Portal Data SIKD (djpk.kemenkeu.go.id) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan 

asli daerah Kabupaten Maros selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cenderung 

mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terlihat terjadi penurunan sebesar 

11,92% dari tahun sebelumnya yang kemudian juga diikuti oleh sumber penerimaan 

pendapatan asli daerahnya yakni, pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian selanjutnya, untuk melihat arah 

pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber 

pendapatan asli daerah Kabupaten Maros selama tahun 2015-2020 dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan PAD dan Sumber-sumber PAD Kabupaten 

Maros  

 
Sumber : Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa arah prtumbuhan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Maros hanya diikuti oleh penerimaan pajak daerah yang terlihat mengalami 

trend peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terlihat masih fluktuatif dan 

cenderung mengalami penurunan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa retribusi 

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih kecil kontribusinya 
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terhadap pendapatan asli daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros sangat 

bergantung pada penerimaan pajak daerahnya. 

Pada prinsipnya terdapat kaitan erat antara pendapatan asli daerah, pajak daerah, 

retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana semakin 

tinggi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan maka semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh 

untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterahkan masyarakat. Dengan 

demikian sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten 

Maros seperti pajak daerah terutama khususnya retribusi daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi potensi yang 

dimilikinya. 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut sifat pelaksanaannya, pajak daerah 

berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan, 

retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan daerah tidak memberikan balas jasa secara langsung yang dapat dirasakan, 

sedangkan retribusi daerah balas jasanya dapat dirasakan secara langsung. Menurut sifat 

pelaksanaannya, retribusi daerah hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu untuk orang 

yang menikmati jasa. 

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu 

perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah 

satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2016). Tetapi dengan adanya inflasi maka 

upah atau gaji juga naik, karena upah rill tergantung pada produktivitas marjinal tenaga 

kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat 

harga. Penelitian Simanjuntak dalam Halim (2012) mengemukakan bahwa inflasi akan 

meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak 

hotel dan pajak restoran. Hal ini karena jika inflasi melambat, pengusaha akan cenderung 

menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan tetap.  

Selain pajak daerah dan inflasi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari setiap 

daerah juga menjadi salah satu penerimaan PAD. Walaupun hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan masih terhitung kecil pengaruhnya terhadap PAD dan tidak sebanyak 

penerimaan dari pajak, namun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dapat 

memperlihatkan bagaimana suatu daerah mengukur kemampuan daerahnya dalam 

membangun potensi PAD di luar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Maros”. 

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka 

pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 
 

Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat beberapa hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Maros  

2. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros 

Pajak Daerah (X1) Inflasi (X2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)  

3.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros  

4. Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan 

berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Maros. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam 

pelaksanaannya menggunakan data berupa angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya yang dideskripsikan 

secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu dengan observasi untuk 

menguji keberlakuan teori tersebut. Kemudian di jabarkan secara deskriptif, karena 

hasilnya akan peneliti arahkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan untuk 

menjawab rumusan masalah (Sugiyono, 2018).  

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Maros, namun 

untuk kepentingan pengumpulan data dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Maros yang beralamat di Jl. Asoka No.5, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten 

Maros, Sulawesi Selatan. 

Pajak Daerah (X1)  

Inflasi (X2) 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan (X3) 

Pendapatan Asli Daerah (Y) 
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Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data 

yang diangkakan (scoring). Jadi data kuantitatif merupakan data yang memiliki 

kecenderungan dapat dianalisis dengan cara matematis atau teknik statistik. Sedangkan, 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekundernya 

yaitu berupa dokumen Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Daerah melalui internet yaitu http://www.djpk.kemenkeu.go.id. Sedangkan, 

untuk data tingkat inflasi bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. 

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, koefisien determinasi 

(R2). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Analisis Regresi Linier Berganda 

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer 

IBM SPSS for Windows versi 25. Hasil pengolahan data dengan menggunakan 

program SPSS. Adapun hasil analisis dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

Model  B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,351 1,422  3,764 ,000 

X1 (Pajak Daerah) ,505 ,058 ,603 8,726 ,000 

X2 (Inflasi) -,279 ,159 -,103 -1,756 ,084 

X3 (HPKD yang 

Dipisahkan) 

,379 ,062 ,423 6,123 ,000 

Sumber: Output SPSS 25 

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,351 + 0,505 X1 - 0,279 X2 + 0,379 X3 

Hasil persamaan regresi linier berganda diatas dapat interprestasikan sebagai 

berikut :  

1. Nilai konstanta sebesar 5,351 (positif) artinya, jika variabel bebas, yaitu Pajak 

Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nilainya 

tetap atau konstan, maka variabel terikat, yaitu Pendapatan Asli Daerah akan 

meningkat sebesar 5,351 satuan. 

2. Nilai koefisien variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 0,505 artinya jika Pajak Daerah 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat 

sebesar 0,505 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan searah 

antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah.  

3. Nilai koefisien variabel Inflasi (X2) adalah sebesar -0,279 artinya jika variabel Inflasi 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun 
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sebesar 0,279 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terdapat hubungan tidak 

searah antara Inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah. 

4. Nilai koefisien variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) 

adalah sebesar 0,379 artinya jika Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Pendapatan Asli Daerah juga 

akan ikut meningkat sebesar 0,379 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terdapat 

hubungan searah antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

dengan Pendapatan Asli Daerah. 

 

Uji T (Secara Parsial) 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel t-

statistik dengan taraf signifikan 0,05, dan uji 2 sisi. Diperoleh hasil t-tabel = 1,996. 

Berdasarkan hasil penghujian pada tabel 2, maka hasil dari pengujian tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada variabel Pajak Daerah (X1), diperoleh nilai t-hitung sebesar 8.726. Artinya t-

hitung lebih besar dari t-tabel (8.726 > 2,002) maka dapat t-tabel -2,002 t-tabel 2,002 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pajak Daerah (X1) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).  

2. Pada variabel Inflasi (X2), diperoleh nilai t-hitung sebesar -1.756. Artinya (-)t-hitung 

lebih besar dari (-)t-tabel (-1.756 > -2,002), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

ditolak, variabel independen Inflasi (X2)secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).  

3. Pada variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3), diperoleh 

nilai t-hitung sebesar 2.026. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel (6.123 > 2,002), 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). 

 

Uji F (Secara Simultan) 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) 

variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Jika F-hitung > F-

tabel dengan signifikan < 0,05 maka dapat dinyatakan variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat secara simultan dan begitupun sebaliknya jika Fhitung 

< Ftabel dapat dinyatakan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat secara simultan. Besarnya nilai F-tabel dengan ketentuan α = 0,05, pada tabel f 

statistik diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,766. Hasil uji F (simultan) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,110 3 1,703 78,963 ,000b 

Residual 1,208 56 ,022   

Total 6,318 59    

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y) 

b. Predictors: (Constant), HPKD yang Dipisahkan (X3), Inflasi (X2), Pajak 

Daerah (X1) 

Sumber: Output SPSS 25  
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Berdasarkan tabel 4. diketahui nilai F-hitung sebesar 78,963 dan nilai 

signifikansinya 0,000. Artinya nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (78,963 > 2,766) 

dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas (0,00 < 0,05). Sehingga hipotesis 

diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pajak Daerah, Inflasi 

dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R2 kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

menjadi sangat terbatas. 

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,899a ,809 ,799 ,14687 1,883 

a. Predictors: (Constant), HPKD yang Dipisahkan (X3), Inflasi (X2), Pajak 

Daerah (X1) 

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y) 

Sumber: Output SPSS 25 

Berdasarkan tabel 5. dapat diketahui bahwa perolehan nilai koefisien determinasi 

R2 atau R Square adalah sebesar 0,809. Hasil ini berarti bahwa variabel Pajak Daerah (X1), 

Inflasi (X2) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) memiliki 

hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 80,9%, dan sisanya 19,1% 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. 
 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Pajak Daerah mengalami 

peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi hubungan searah antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli 

Daerah. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Pajak Daerah 

dimana telah diperoleh t- hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa 

variabel independen Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Maros. 

Hal ini mengandung makna bahwa pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Maros merupakan sumber pendapatan asli mereka yang paling penting. 

Dengan diberikannya pemerintah daerah wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri 

dalam mengatur aktivitas ekonomi, maka pemerintah daerah Kabupaten Maros dapat 

dikatakan telah memiliki kemampuan untuk mengelola pajak daerahnya untuk 

mendukung pengeluaran mereka. Dengan demikian, dalam upaya menciptakan 

kemandirian  daerah, pajak daerah ini menjadi faktor yang sangat penting, dimana pajak 

daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. 
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Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Sato dan Shinji dalam Sudarmana 

dan Sudiartha (2020) bahwa Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah, 

merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. 

Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual 

diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan 

nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah 

melalui upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sehingga terjadi 

peningkatan dari waktu kewaktu. 

Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Menurut Undang- undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh 

karena itu, pajak yang dikenakan pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang 

adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. Sumber 

pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hafandi dan Romandhon (2020) menyatakan bahwa variabel pajak daerah mempunyai 

hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dalam 

penelitian Sudarmana dan Sudiartha (2020) juga menemukan hasil yang sama bahwa 

Pajak daerah memiliki pengaruh yang searah atau positif terhadap PAD artinya semakin 

tinggi Pajak daerah, maka semakin besar Peningkatan PAD. 

 

Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Inflasi mengalami 

peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun. Koefisien bernilai negatif 

artinya terdapat hubungan tidak searah antara Inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah. 

Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Inflasi dimana 

diperoleh (-)t-hitung lebih besar dari (-)t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel 

independen Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi memiliki pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Maros. 

Hal ini memiliki artian bahwa ketika terjadi inflasi, pengeluaran masyarakat akan 

bertambah dikarenakan kondisi perekonomian yang berakibat buruk. Harga barang yang 

naik secara terus menerus membuat masyarakat tidak mampu untuk membayar pajak 

yang dikenakan pemerintah karena pendapatan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan 

hidup akibat kenaikan harga barang dan jasa, dimana hal tersebut tentunya akan 

berdampak pada pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Mankiw (2016) bahwa inflasi akan 

mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah. 

Seluruh pemerintah pusat ataupun daerah mengeluarkan uang sebagian dari pengeluaran 

ini yaitu untuk membeli barang dan jasa (untuk pekerja pemerintah, kepentingan publik) 

dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer (untuk orang miskin dan kaum 
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lansia). Semantara itu, Oktiani dan Muhariah (2021) juga berpendapat sama bahwa 

adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan kendala yang besar terhadap perolehan 

pendapatan daerah, selain itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas perekonomian 

didalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah akan memberikan dampak yang 

positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. 

Menurut Abdullah dan Halim (2013), inflasi menekankan pada pengaruh kenaikan 

upah terhadap jumlah uang beredar sebagai penyebab utamanya, dan biasanya dikatakan 

terdapat dua jalur antara jumlah uang beredar atau inflasi karena kelebihan Pasokan uang. 

Tingkat inflasi yang besar sangat mempengaruhi kondisi ekonomi, jika tingkat inflasi 

tinggi maka akan mempengaruhi daya beli konsumen. Inflasi juga dapat memengaruhi 

peningkatan PAD, yang penentuannya didasarkan pada omset penjualan, seperti pajak 

hotel dan pajak restoran. Ketika inflasi tinggi maka upah atau gaji juga naik, karena upah 

riil bergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja dan sebaliknya ketika inflasi 

menurun, pelaku bisnis cenderung menaikkan harga yang membuat nilai upah riil turun. 

Perkembangan inflasi saat ini sangat dominan dampaknya terhadap pertumbuhan 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur 

dari peningkatan konsumsi masyarakat. Naiknya inflasi mempengaruhi pemungutan 

pajak melalui pengurangan konsumsi yang terjadi di masyarakat, sehingga pendapatan 

produsen komersial turun, kontribusi pajak dari berbagai sektor seperti hiburan, hotel dan 

restoran juga akan berkurang, dengan demikian pengaruh inflasi menunjukkan dampak 

negatif terhadap pendapatan asli daerah. 

Adapun upaya yang pemerintah bisa mendanai pengeluarannya dalam dua cara. 

Pertama, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak, seperti pajak 

penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. Kedua, pemerintah bisa 

meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. Dari itulah pemerintah 

dapat memperoleh besaran dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah daerah. Maka hubungan adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan 

kendala yang besar terhadap perolehan pendapatan daerah, selain itu akan mempengaruhi 

tingkat produktivitas perekonomian di dalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah 

akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan PAD. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daffa 

dan Soeroso (2022) bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah Kota Medan tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu, peningkatan variabel 

inflasi akan menurunkan pendapatan asli daerah. Penelitian lain oleh Kusuma (2014) juga 

menunjukkan hasil yang sama yakni, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah di 33 Provinsi di Indonesia. 

 

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli 

Daerah juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan 

searah antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan Pendapatan 

Asli Daerah. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dimana telah diperoleh t-hitung lebih 

besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 
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Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Maros. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa, 

pemerintah Kabupaten Maros sejauh ini sudah cukup baik dalam menggali potensi hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti pembagian laba atas penyertaan 

modal dengan perusahaan- perusahaan yang ada di daerahnya sehingga dapat 

meningkatkan pemasukan daerah. Dengan demikian, semakin besarnya penerimaan dari 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan meningkatkan pendapatan 

asli daerah.  

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Hafandi dan Romandhon (2020) bahwa 

adanya perusahaan milik daerah atau swasta yang ada pada wilayah pemerintahan suatu 

daerah tentu akan menjadi pemacu atau penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus 

berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor perusahaan milik daerah atau swasta 

yang merupakan sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Dengan meningkatnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan 

meningkatkan penerimaan pemerintah daerah untuk program-program pembangunan. 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pendapatan yang termasuk dari hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

swasta/kelompok usaha masyarakat. Dengan adanya perusahaan milik daerah dan 

sejumlah perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini tentu menjadi potensi 

yang dapat mengoptimalkan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan.  

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Kireina dan 

Octaviani (2021) bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang 

tahun 2016-2019. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Mulyani dan 

Ramdini (2021) bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh 

signifikan terhadap PAD Kabupaten Majalengka periode 2017-2019. 

 

Pengaruh Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-

tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas. Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Maros.  

Dengan demikian, perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang 

secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata artinya semakin tinggi pajak 

daerah, maka semakin besar pendapatan asli daerah. Sedangkan jika terjadi inflasi, 

pengeluaran masyarakat akan bertambah dikarenakan kondisi perekonomian yang 

berakibat buruk, karena pendapatan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan hidup akibat 

kenaikan harga barang dan jasa, dimana hal tersebut tentunya akan berdampak pada 

pendapatan asli daerah.  

Kemudian, apabila pembagian laba atas penyertaan modal dengan perusahaan-
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perusahaan yang ada di daerah dapat tergali dengan optimal maka hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan akan maksimal. sehingga, semakin besarnya 

penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan 

meningkatkan pendapatan asli daerah 

Adapun hasil koefisien regresi beta dalam penelitian ini yang dilakukan untuk 

mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel 

Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki nilai yang 

kontribusinya paling kecil diantara variabel independen lainnya. Sedangkan, untuk 

variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nilai kontribusi yang 

dimilikinya lebih besar dari variabel Inflasi, namun lebih kecil dari variabel Pajak Daerah. 

Dan untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan bahwa nilai kontribusi yang dimilikinya 

paling besar diantara variabel independen lainnya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki 

pengaruh yang paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun perolehan nilai 

hasil uji koefisien determinasi R2 menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Inflasi dan 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki hubungan dengan 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,9%, dan sisanya 19,1% dijelaskan oleh sebab-sebab 

yang lain diluar model. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi penerimaan pajak 

daerah yang diperoleh, maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Maros. 

2. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi yang 

terjadi, maka dapat menyebabkan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros semakin 

menurun. 

3. Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan daerah dari hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Maros.  

4. Variabel Pajak Daerah, Inflasi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan 

asli daerah dapat ditingkatkan dengan pemasukan dari pajak daerah, menjaga 

kestabilan ekonomi agar tidak terjadi inflasi dan mengoptimalkan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. 
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